KEPALA DESA WONOLELO
KECAMATAN WONOSOBO
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA WONOLELO
NOMOR 02 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN
PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI DESA WONOLELO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WONOLELO
Menimbang : bahwa dalam rangka pengendalian pencegahan dan

penanggulangan Penyebarluasan Corona Virus Disease

(COVID-19) di Desa maka perlu penerapan pembatasan

kegiatan masyarakat skala mikro melalui pelaksanaan

Optimalisasi Peran Posko Desa yang ditetapkan dalam

Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45495);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020
Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilisasi
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona
Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 134);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang
Komite Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)
dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);

4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan
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Menetapkan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan
Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease
2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk
Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019

dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;

. Instruksi Menteri Desa Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun
2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;

. Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-
2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Transfer
ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

. Instruksi Bupati Wonosobo Nomor 209 Tahun 2021

tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Pembentukan
Posko Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di
Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian

Penyebaran COVID-19 di Kabupaten Wonosobo.

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOLELO

DAN
KEPALA DESA WONOLELO

MEMUTUSKAN

PERATURAN DESA WONOLELO KECAMATAN
WONOSOBO KABUPATEN WONOSOBO TENTANG
PELAKSANAAN POSKO DESA DALAM PELAKSANAAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI DESA
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Pasal 14

Setiap warga Desa dilarang:

a. Melakukan aktifitas yang menimbulkan kerumunan
massa;

b. Membuat keresahan, keributan,dan kegaduhan yang
bisa mengganggu ketentraman masyarakat; dan

¢. Menghindari terjadi kontak langsung antara

masyarakat di Desa.

Pasal 15
Setiap warga Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 10 huruf ¢ dikenakan pembinaan
berupa:
1. Pembinaan Adat sesuai dengan kearifan lokal
komunitas setempat;
2. Pembinaan Sosial seperti:
a. Membersihkan lingkungan dan/atau fasilitas publik;
b. Membantu mensosialisasikan kepatuhan 3M, 3T dan
vaksinasi; dan
c. Menjaga Posko Desa dengan jumlah hari tertentu,
dengan diberi penugasan tertentu.
3. Pembinaan lainnya yang merujuk kepada Peraturan

Perundangan yang berlaku.

Pasal 16

(1) Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan penanganan
sebagai bagian dari penegakan Peraturan Desa ini
dilakukan oleh tim pembinaan dan penanganan serta
berkoordinasi dengan Babinkamtibmas Babinsa
puskesmas dan mitra Desa lainnya melalui Kepala
Desa sesuai dengan bidang tugas berdasarkan
kearifan lokal.

(2) Dalam hal pelaksanaan sebagaimana ayat (1) Kepala
Desa berkewajiban memberikan informasi kepada

Satuan Tugas COVID-19 di tingkat Kecamatan.
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